
   

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  19  TAHUN 2O17 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang :  a.  bahwa sehubungan dengan belum terpenuhinya sarana 

prasarana pelaksanaan daftar hadir elektronik maka 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 

5 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu 

disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Keputusan Presiden  Nomor 58 Tahun 1964 tentang jam 

kerja pada Kantor kantor Pemerintah Republik 

Indonesia; 

7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari 

Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

8. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  

Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  12  

Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

10. Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2017 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni 

ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 

(1) PNS wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari 

kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir 

elektronik dan daftar hadir manual pada satuan 

kerja masing- masing. 

(2) Pengisian daftar hadir secara elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sebanyak 2 (dua) kali yaitu :  

a. Pada saat masuk kerja mulai Pukul 06.00 

sampai dengan Pukul 10.00 WIB sebanyak 1 

(satu) kali;  

b. Pada saat pulang kerja setelah Pukul 10.00 WIB 

sampai dengan Pukul 16.00 WIB sebanyak 1 

(satu) kali. 

(3) Dalam hal sarana prasarana untuk melakukan 

daftar hadir secara elektronik pada Perangkat 

Daerah belum tercukupi maka PNS hanya mengisi 

daftar hadir manual. 

2. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 

(satu) Pasal baru, yakni Pasal 22A, yang berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 22A 

Pengenaan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan 

Bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(3) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 Ditetapkan di Pati 

 pada tanggal 27 Maret 2017 

 BUPATI PATI, 

 ttd. 

 HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 27 Maret 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

 ttd. 

 

 DESMON HASTIONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 19 

 

 

 

 

 


